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ABSTRACT 

This study aims to analyze the application of criminal law to corporate 

embezzlement cases and formulate effective asset recovery strategies within the 

Indonesian legal framework. Corporate embezzlement is a serious crime that not 

only causes financial losses but also disrupts business stability and undermines 

public trust. This research employs a normative legal method, conducting an in-

depth analysis of criminal law provisions, theories of criminal liability, and asset 

recovery mechanisms based on literature review and empirical data. The findings 

indicate that the main challenges in addressing embezzlement cases include the 

complexity of perpetrators' modus operandi, weak internal corporate oversight, 

and the lack of regulatory harmonization among law enforcement agencies. Asset 

recovery strategies, such as asset tracing and confiscation, remain suboptimal 

due to technological limitations and ineffective inter-agency coordination. 

Therefore, strengthening regulatory harmonization, enhancing law enforcement 

training in asset-tracing technology, and improving corporate internal control 

systems are essential. Additionally, international cooperation must be reinforced 

to expedite the recovery of assets transferred abroad. This study contributes to 

public policy development and legal practices aimed at fostering a more secure 

and reliable business environment in Indonesia. 

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for 

possible open access publication under the 

terms and conditions of the Creative Commons 

Attribution (CC BY) license 

(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 

Pendahuluan  

Penggelapan dana perusahaan merupakan tindak pidana yang berdampak signifikan 

terhadap stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Tindak pidana ini tidak 

hanya menyebabkan kerugian materil, tetapi juga merusak reputasi perusahaan dan 

menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut (Irawan et al., 

2022). Kasus penggelapan uang perusahaan di Indonesia sering terjadi, baik di sektor 

swasta maupun publik. Situasi ini menuntut adanya analisis hukum pidana yang 

mendalam, serta strategi pemulihan aset yang efektif untuk memastikan perusahaan dapat 

melanjutkan operasionalnya tanpa terganggu oleh dampak kejahatan tersebut (Aziza, 2018; 

Rasyid, 2020). 

Saat ini, korupsi merupakan penipuan yang paling sering terjadi di Indonesia, dengan 

persentase 64,4%. Kondisi ini juga disertai dengan adanya penyalahgunaan aset atau 

kekayaan negara dan perusahaan sebesar 28,9%, serta penipuan laporan keuangan sebesar 

6,7%. Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya pemberantasan korupsi dan 

penggelapan, implementasi regulasi yang ada masih belum optimal untuk menekan angka 

kejadian tersebut (Pahlevi, 2021). 

Kajian teori hukum pidana, pertanggungjawaban pidana memainkan peranan penting 

dalam penegakan hukum atas kasus penggelapan dana perusahaan. Teori ini menekankan 
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bahwa seseorang dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana, yaitu 

adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan (baik yang dilakuan secara sengaja maupun 

atas dasar kelalaian), dan tidak adanya alasan pembenar atau pemaaf. Pada kasus 

penggelapan dana perusahaan, pelaku biasanya memenuhi unsur-unsur ini karena dengan 

sengaja dan melawan hukum menguasai atau memiliki aset perusahaan yang dipercayakan 

kepadanya. Mekanisme hukum lain seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

juga dapat diterapkan jika penggelapan melibatkan pejabat publik atau berkaitan dengan 

dana negara (Prasetyo & Hoesein, 2025). 

Penelitian yang dilakukan oleh Waron (2023), menyatakan bahwa meskipun perlindungan 

hukum bagi perusahaan perbankan telah diakui, dalam praktiknya bank kesulitan 

mendapatkan ganti rugi yang setimpal atas kehilangan dana tersebut. Selain itu, studi yang 

dilakukan oleh Situmorang (2014), menemukan bahwa ketidakharmonisan regulasi 

menjadi kelemahan utama dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh 

Saputra dan Bahreisy (2023), menyatakan bahwa penggelapan dalam jabatan yang 

dilakukan oleh individu dengan akses terhadap aset perusahaan menimbulkan tantangan 

besar dalam penegakan hukum dan pemulihan aset. Selain itu, adanya kendala 

ketidakharmonisan peraturan, ego sektoral antar lembaga penegak hukum, dan kurangnya 

koordinasi memperumit proses pemulihan aset. Hal ini dapat terjadi karena tidak ada 

kajian komprehensif yang mengintegrasikan analisis hukum pidana dengan strategi 

pemulihan aset yang efektif dan aplikatif dalam konteks Indonesia (Noor, 2021). 

Penelitian yang dilakukan oleh Virginia dan Soponyono (2021), menyatakan bahwa 

ketidakharmonisan regulasi menjadi kelemahan dalam hukum pidana Indonesia. 

Mekanisme pemulihan aset di negara lain yang lebih efisien, seperti Amerika Serikat, 

Inggris, dan Italia, dapat diterapkan di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas 

pemulihan aset (Soeherman, 2024). Studi tentang perampasan aset yang dilakukan oleh 

Denniagi (2021), sebagai upaya pemulihan aset dalam tindak pidana ekonomi 

menunjukkan bahwa perampasan aset dikenal dalam rezim hukum pidana Indonesia 

merupakan salah satu tambahan pada bentuk pidana tambahan. Kejahatan yang dilakukan 

atas dasar ekonomi seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan sering kali menerima 

sanksi tambahan berupa perampasan aset. Pendekatan follow the money atau follow the asset 

dianggap efektif dalam pemberantasan kejahatan semacam ini (Jati & Harmoniharefa, 

2021). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Sosiawan (2020), menyatakan bahwa proses pemulihan 

aset dilaksanakan oleh beberapa instansi, yang menimbulkan ego sektoral dan koordinasi 

yang lama. Kejaksaan dianggap layak menjadi koordinator pemulihan aset tindak pidana 

di Indonesia karena memiliki kedudukan  untuk melaksanakan penyidikan, 
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melakukan penuntutan, melaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 

tetap dan melakukan pemulihan aset untuk semua tindak pidana di bidang ekonomi.  

Teori Pemulihan Aset menekankan pentingnya proses hukum yang komprehensif untuk 

mengidentifikasi, melacak bukti, menyita barang bukti, dan melakukan pengembalian aset 

yang diperoleh secara ilegal, khususnya dalam kasus tindak pidana seperti korupsi dan 

pencucian uang (Penggabean, 2020). Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain 

pelacakan aset, pengamanan aset, pengelolaan aset, perampasan aset, dan akhirnya 

pengembalian aset kepada pihak yang berhak (Andika, 2022). Pendekatan ini bertujuan 

untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menikmati hasil kejahatannya dan kerugian 

yang dialami oleh korban termasuk negara dapat dipulihkan. Implementasi teori ini di 

Indoneisa menghadapi tantangan, seperti ketidakharmonisan regulasi dan kurangnya 

koordinasi antar lembaga penegak hukum yang dapat menghambat efektivitas pemulihan 

aset. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum pidana dalam penanganan 

kasus penggelapan dana perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Negara Repulik Indonesia. Tujuan lain ialah untuk mengidentifikasi dan 

merumuskan strategi efektif untuk pemulihan aset perusahaan yang hilang akibat tindak 

pidana penggelapan. Dengan fokus pada analisis hukum pidana dan strategi pemulihan 

aset, penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran bagi penegak hukum dan 

perusahaan dalam menghadapi kasus penggelapan dana. Melalui penelitian ini, 

diharapkan terjadi peningkatan efektivitas penegakan hukum serta terciptanya mekanisme 

pemulihan aset yang efisien dan adil, sehingga perusahaan dapat segera pulih dari dampak 

penggelapan dan kembali fokus pada operasional bisnis mereka. 

Metode 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap 

norma-norma hukum tertulis terkait tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan 

strategi pemulihan aset di Indonesia (Efendi dkk, 2018). Pendekatan ini melibatkan telaah 

mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta literatur yang 

relevan. Sumber data utama penelitian ini mencakup bahan hukum primer, seperti Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait, serta bahan hukum 

sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang 

membahas topik serupa.  

Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara teori hukum pidana dan teori 

pemulihan aset dengan praktik hukum yang berlaku, serta menilai efektivitas regulasi 

dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan. Metode ini memungkinkan 

peneliti untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum saat ini dan memberikan 
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rekomendasi berdasarkan temuan empiris dan konseptual yang ada. Penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan strategi hukum 

yang lebih efektif untuk mencegah dan menangani tindak pidana penggelapan serta 

memulihkan aset yang hilang akibat kejahatan tersebut.  

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang dipilih karena pendekatan ini 

memungkinkan dilakukannya analisis mendalam terhadap norma hukum tertulis yang 

terkait dengan strategi penggelapan korporasi dan pemulihan aset di Indonesia. Metode ini 

efektif dalam mengeksplorasi peraturan perundang-undangan yang relevan serta doktrin 

hukum yang ada, sehingga memberikan landasan yang kuat untuk memahami 

permasalahan hukum yang kompleks. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat 

mengidentifikasi celah-celah dalam regulasi yang ada serta memberikan rekomendasi yang 

berbasis pada analisis hukum kuat (Efendi, 2016).  

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer meliputi bahan hukum utama seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Sementara 

itu, data sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku teks hukum, dan hasil penelitian terdahulu 

yang membahas topik serupa. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari literatur yang 

ada dan membantu dalam membuat penelitian. Nantinya, peneliti akan melakukan analisis 

mendalam dengan membandingkan teori hukum pidana dan teori pemulihan aset hasil 

dari data yang sudah dikumpulkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi signifikan dalam pengembangan kebijakan hukum serta praktik penegakan 

hukum di bidang korupsi dan penggelapan aset, sehingga dapat menciptakan lingkungan 

bisnis yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak 

hanya relevan bagi kalangan akademis tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan praktisi 

hukum dalam upaya menciptakan sistem hukum yang lebih baik. 

Hasil dan Pembahasan 

Penerapan hukum pidana dalam menangani kasus penggelapan dana perusahaan di 

Indonesia telah diatur melalui Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Pasal ini memberikan dasar hukum untuk mengkategorikan penggelapan dalam jabatan 

sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana lebih berat dibandingkan dengan 

penggelapan biasa. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus 

penggelapan dana perusahaan sering menghadapi berbagai kendala. Kompleksitas modus 

operandi pelaku, seperti penyembunyian aset atau pencucian uang, menjadi tantangan 

besar dalam membuktikan kesengajaan dan pelanggaran hukum yang dilakukan. 

Penelitian oleh Aprilia dkk (2021) menegaskan bahwa hambatan ini sering kali diperburuk 

oleh lemahnya pengawasan internal perusahaan yang menjadi korban, sehingga 

memperlambat proses penegakan hukum.  
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Strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan dana perusahaan di Indonesia belum 

mencapai tingkat optimal. Proses pemulihan aset melalui mekanisme asset recovery sering 

kali terkendala oleh prosedur hukum yang panjang dan kurangnya koordinasi antar 

lembaga penegak hukum. Penelitian oleh Fuandi dan Raharjo (2024) mengungkap bahwa 

perampasan aset (asset forfeiture) dan pelacakan aset (asset tracing) masih belum diterapkan 

secara maksimal, sehingga aset yang digelapkan sering kali tidak dapat dikembalikan 

kepada perusahaan yang dirugikan. Hal ini juga disebabkan oleh keterbatasan teknologi 

dan sumber daya dalam melacak aset yang telah dialihkan atau disembunyikan di luar 

negeri. 

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa, implementasi strategi pemulihan aset di negara-

negara maju dapat dilakasanakan karena didukung oleh kerangka hukum yang terintegrasi 

dan penggunaan teknologi modern untuk pelacakan aset. Penelitian oleh Rika (2016) 

menyoroti bahwa pendekatan follow the money yang sering digunakan di negara-negara 

tersebut terbukti efektif dalam memberantas tindak pidana ekonomi. Namun, di Indonesia, 

implementasi pendekatan serupa masih menghadapi tantangan regulasi dan kurangnya 

pelatihan bagi aparat penegak hukum (Sugama, 2024). Penelitian oleh Fendlyta (2024) 

menyoroti bahwa koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, 

dan lembaga anti-korupsi, sering kali tidak berjalan optimal. Ego sektoral dan kurangnya 

integrasi sistem informasi antar instansi menjadi penghambat utama dalam mempercepat 

proses pemulihan aset. Hal ini diperparah oleh kurangnya harmonisasi regulasi yang sering 

kali menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana (Dachi, 

2025).  

Mempertimbangkan temuan di atas, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem 

penegakan hukum dan strategi pemulihan aset di Indonesia. Pertama, harmonisasi regulasi 

antar instansi penegak hukum harus menjadi prioritas untuk mengurangi celah hukum dan 

mempermudah koordinasi. Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, baik 

melalui pelatihan teknologi pelacakan aset maupun pemahaman regulasi internasional, 

sangat diperlukan untuk menghadapi kompleksitas modus operandi pelaku. Ketiga, 

perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengawasan internalnya untuk mencegah 

terjadinya penggelapan sejak awal. Langkah-langkah ini, diharapkan penanganan kasus 

penggelapan dana perusahaan dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien serta, aset 

yang digelapkan dapat segera dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan. 

Penerapan Hukum Pidana dalam Kasus Penggelapan Dana Perusahaan 

Penggelapan korporasi merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang berdampak 

signifikan terhadap stabilitas keuangan dan reputasi suatu perusahaan. Tindakan ini tidak 

hanya merugikan perusahaan secara langsung, tetapi juga dapat menimbulkan efek domino 

yang mempengaruhi kepercayaan investor, karyawan, dan masyarakat umum. Di 

Indonesia, penggelapan korporasi diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP). Pasal ini secara tegas mengkategorikan penggelapan yang dilakukan oleh 

orang yang memiliki jabatan atau wewenang dalam suatu perusahaan sebagai tindak 
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pidana dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada penggelapan biasa. Hal ini 

menunjukkan bahwa pembuat undang-undang memahami bahwa penggelapan dalam 

jabatan berpotensi merusak kepercayaan publik dan integritas sistem ekonomi secara 

keseluruhan (Sirait, 2018). Namun, meskipun memiliki dasar hukum yang jelas, penegakan 

hukum terhadap kasus penggelapan korporasi sering kali menghadapi berbagai kendala. 

Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas modus operandi pelaku, yang biasanya 

melibatkan penyembunyian aset dan pencucian uang.  

Modus-modus ini membuat proses pembuktian kesengajaan dan pelanggaran hukum 

menjadi lebih sulit. Penelitian oleh Bureni (2016), menegaskan bahwa kendala tersebut 

kerap kali diperparah oleh lemahnya pengawasan internal perusahaan yang menjadi 

korban. Sistem pengendalian internal yang kurang memadai memungkinkan pelaku 

melakukan manipulasi data keuangan tanpa terdeteksi dalam waktu lama, sehingga 

memperlambat proses penegakan hukum. Selain itu, penggelapan kerap kali melibatkan 

jaringan yang kompleks dan terorganisasi, di mana pelaku menggunakan berbagai teknik 

untuk menyembunyikan jejak keuangannya. Misalnya, mereka dapat mentransfer dana 

antar rekening bank di berbagai negara atau menggunakan perusahaan cangkang untuk 

menyamarkan asal dana. Hal ini menyulitkan penegak hukum untuk melacak aliran uang 

dan membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan tersebut. 

Konteks ini, penting untuk dipahami bahwa penggelapan bukan hanya masalah hukum, 

tetapi juga terkait erat dengan praktik bisnis yang etis dan transparan. Ketidakmampuan 

perusahaan dalam menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif dapat 

menimbulkan celah terjadinya kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan perlu memperkuat 

kebijakan internalnya dan memastikan adanya sistem audit yang memadai untuk 

mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini. Selain itu, dampak penggelapan korporasi 

juga dirasakan oleh perekonomian secara keseluruhan. Tindakan tersebut dapat 

menurunkan kepercayaan investor terhadap pasar modal dan menimbulkan ketidakpastian 

dalam iklim investasi. Ketika investor merasa risiko penggelapan tinggi, mereka cenderung 

menarik investasinya atau bahkan menghindari investasi di negara tersebut. Hal ini pada 

gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kondisi yang 

kurang baik bagi perkembangan bisnis di Indonesia. 

Mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga 

penegak hukum, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman 

dan transparan. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk 

memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan ekonomi. Selain itu, pendidikan dan pelatihan 

bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi modern dan pemahaman terhadap 

peraturan internasional juga penting untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus 

penggelapan. Dengan demikian, meskipun terdapat tantangan yang signifikan dalam 

penegakan hukum terhadap kasus penggelapan korporasi di Indonesia, dengan langkah-

langkah strategis yang tepat, diharapkan situasi tersebut dapat diperbaiki guna 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan. 

Strategi Pemulihan Aset 
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Strategi pemulihan aset dalam kasus penggelapan korporasi di Indonesia belum mencapai 

taraf optimal yang diharapkan. Proses pemulihan aset melalui mekanisme pemulihan aset 

sering kali terhambat oleh prosedur hukum yang panjang dan rumit, serta kurangnya 

koordinasi yang efektif antar lembaga penegak hukum. Penelitian Fuandi dan Raharjo 

(2024) mengungkapkan bahwa praktik perampasan aset dan penelusuran aset belum 

dilaksanakan secara optimal sehingga banyak aset hasil penggelapan tidak dapat 

dikembalikan kepada perusahaan yang dirugikan. Hal ini menimbulkan kerugian yang 

signifikan bagi perusahaan dan dapat mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan. 

Salah satu alasan utama mengapa pemulihan aset tidak efektif adalah terbatasnya teknologi 

dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melacak aset yang telah ditransfer atau 

disembunyikan di luar negeri. Banyak aparat penegak hukum tidak memiliki akses 

terhadap teknologi modern yang dibutuhkan untuk melacak aset secara efisien. Dalam 

konteks ini, Indonesia masih tertinggal dari negara-negara maju, di mana teknologi canggih 

digunakan untuk mendukung proses investigasi dan pemulihan aset secara lebih efektif. 

Negara-negara tersebut telah mengembangkan sistem yang terintegrasi, memanfaatkan 

perangkat lunak analisis keuangan dan basis data internasional untuk melacak aliran uang 

dari kejahatan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa strategi pemulihan aset di negara 

maju dapat diimplementasikan dengan lebih baik karena didukung oleh kerangka hukum 

terpadu dan teknologi pelacakan aset yang modern. Juliani dan Lubis (2023), menyoroti 

bahwa pendekatan "follow the money" yang sering digunakan di negara-negara tersebut 

terbukti efektif dalam memberantas kejahatan ekonomi. Pendekatan ini memungkinkan 

aparat penegak hukum untuk melacak aliran hasil kejahatan kembali ke pelaku atau ke 

tempat asal mereka, sehingga memudahkan proses pemulihan aset. 

Disisi lain, tantangan dalam pemulihan aset juga dipengaruhi oleh kurangnya pelatihan 

bagi aparat penegak hukum tentang teknik investigasi modern. Banyak dari mereka yang 

belum terpapar dengan metode terbaru dalam analisis data keuangan dan pelacakan aset, 

sehingga mengakibatkan ketidakmampuan untuk menangani modus operandi penjahat 

yang semakin kompleks. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan 

kapasitas aparat penegak hukum melalui program pelatihan yang berkelanjutan dan 

menyediakan akses ke sumber daya teknologi yang diperlukan. 

Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum juga merupakan faktor penting 

dalam proses pemulihan aset. Ketidakselarasan antara polisi, jaksa, dan lembaga 

antikorupsi sering kali menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih dalam tugas dan 

tanggungjawab masing-masing lembaga. Hal ini berpotensi memperlambat proses 

penyidikan dan penuntutan kasus penggelapan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk menciptakan sistem koordinasi yang lebih baik antarlembaga agar proses 

pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih efisien. 

Konteks ini, penerapan pendekatan Non-Conviction Based (NCB) dalam perampasan aset 

perlu dipertimbangkan sebagai salah satu solusi alternatif. Pendekatan ini memungkinkan 

pemerintah untuk menyita aset hasil tindak pidana tanpa harus menunggu putusan 

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Dengan 
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demikian, proses pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efektif serta 

memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. 

Secara keseluruhan, tantangan dalam strategi pengembalian aset akibat penggelapan 

korporasi di Indonesia perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pihak terkait. Dengan 

langkah perbaikan yang tepat, antara lain peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, 

penerapan teknologi modern, dan harmonisasi regulasi antarlembaga, proses 

pengembalian aset dapat dilakukan dengan lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan 

membantu perusahaan yang menjadi korban penggelapan, tetapi juga akan berkontribusi 

dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan aman di Indonesia. 

Tantangan Regulasi  

Di Indonesia, penerapan pendekatan pemulihan aset hasil tindak pidana masih 

menghadapi sejumlah tantangan regulasi dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak 

hukum. Sugama (2024), mencatat bahwa banyak aparat penegak hukum yang belum 

mendapatkan pelatihan khusus mengenai teknik pelacakan aset dan investigasi kasus 

keuangan. Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam kemampuan mereka dalam 

menangani kasus-kasus yang melibatkan penggelapan dan pencucian uang, yang seringkali 

memerlukan pemahaman mendalam tentang arus keuangan yang kompleks dan 

penggunaan teknologi modern dalam investigasi. 

Kurangnya pemahaman terhadap regulasi internasional juga menjadi kendala bagi aparat 

dalam menangani kasus lintas batas. Di era globalisasi ini, kejahatan ekonomi seringkali 

tidak mengenal batas negara, sehingga kolaborasi internasional menjadi sangat penting. 

Namun, tanpa pemahaman yang memadai tentang kerangka hukum internasional, aparat 

penegak hukum akan kesulitan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga di negara lain. Hal 

ini berpotensi menghambat proses pemulihan aset, yang seharusnya dapat dilakukan 

dengan lebih cepat dan efisien. 

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi isu penting dalam konteks 

pemulihan aset. Fendlyta (2024), menyoroti bahwa ego sektoral dan kurangnya integrasi 

sistem informasi antarlembaga sering kali menghambat proses pemulihan aset yang efektif. 

Dibanyak kasus, lembaga bekerja secara terpisah tanpa berbagi informasi atau sumber daya 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus secara efisien. Ketidakselarasan ini tidak 

hanya memperlambat proses investigasi tetapi juga menciptakan kebingungan di antara 

lembaga penegak hukum mengenai tanggungjawab masing-masing lembaga. 

Tantangan ini semakin diperburuk oleh kurangnya mekanisme formal untuk berbagi 

informasi dan data antarlembaga. Misalnya, dalam kasus penggelapan perusahaan, 

informasi penting mengenai transaksi keuangan yang mencurigakan mungkin tidak dapat 

diakses oleh lembaga penegak hukum lain yang terlibat dalam investigasi. Hal ini 

menyebabkan upaya investigasi yang tumpang tindih dan dapat mengakibatkan hilangnya 

bukti penting. Selain itu, tantangan regulasi juga memengaruhi efektivitas pemulihan aset. 

Banyak ketentuan hukum yang tidak sepenuhnya terintegrasi atau bahkan saling 

bertentangan, yang menyebabkan kebingungan dalam implementasinya. Misalnya, RUU 
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Perampasan Aset yang saat ini sedang disusun diharapkan dapat memberikan kerangka 

hukum yang lebih transparan untuk perampasan aset yang dihasilkan dari kejahatan. 

Namun, tanpa dukungan semua pihak terkait dan pemahaman yang mendalam terhadap 

isi RUU tersebut, implementasinya bisa jadi menemui jalan buntu. 

Menghadapi tantangan tersebut, perlu ada upaya sinergis dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan mengenai teknik investigasi modern dan ketentuan internasional. Selain itu, 

penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas untuk 

memastikan informasi dapat dibagikan dengan cepat dan efisien. Dengan langkah-langkah 

tersebut, diharapkan proses pengembalian aset hasil kejahatan dapat dilakukan dengan 

lebih efektif sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga 

memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan 

lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan. 

Menghadapi tantangan tersebut, perlu ada upaya sinergis dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan dan pendidikan 

berkelanjutan mengenai teknik investigasi modern dan ketentuan internasional. Selain itu, 

penguatan kerja sama antar lembaga penegak hukum harus menjadi prioritas untuk 

memastikan informasi dapat dibagikan dengan cepat dan efisien. Dengan langkah-langkah 

tersebut, diharapkan proses pengembalian aset hasil kejahatan dapat dilakukan dengan 

lebih efektif sehingga tidak hanya memberikan keadilan bagi korban tetapi juga 

memperkuat integritas sistem hukum di Indonesia. Hal ini pada gilirannya akan 

meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan menciptakan 

lingkungan bisnis yang lebih aman dan transparan. 

Selanjutnya, langkah-langkah terstruktur untuk memperbaiki sistem penegakan hukum 

dan strategi pemulihan aset di Indonesia sangat penting dilakukan. Pertama, harmonisasi 

regulasi antarlembaga penegak hukum harus menjadi prioritas utama. Langkah ini 

bertujuan untuk mengurangi celah hukum yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan dan 

memudahkan koordinasi antarlembaga. Regulasi yang saling bertentangan atau tidak 

sinkron dapat menimbulkan kebingungan diantara aparat penegak hukum dan 

memperlambat proses penegakan hukum, sehingga menghambat upaya pemulihan aset 

yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. 

Kedua, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum sangat dibutuhkan melalui pelatihan 

yang berfokus pada teknologi pelacakan aset dan pemahaman terhadap regulasi 

internasional. Pelatihan ini harus mencakup teknik investigasi modern, serta penggunaan 

perangkat lunak canggih yang memungkinkan pelacakan aliran hasil kejahatan secara 

efektif. Konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menyediakan sumber daya yang 

memadai dan akses terhadap teknologi terkini agar aparat penegak hukum dapat 

menjalankan tugasnya secara optimal. 
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Ketiga, perusahaan juga perlu memperkuat sistem pengendalian internal untuk mencegah 

penggelapan sejak awal. Pengendalian internal yang kuat dapat membantu mendeteksi 

potensi kecurangan sebelum masalah tersebut berkembang menjadi sesuatu yang lebih 

besar. Selain itu, perusahaan harus membangun budaya transparansi dan akuntabilitas 

dalam organisasinya. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang membuat karyawan 

merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan didorong untuk melaporkan potensi 

penyimpangan, perusahaan dapat secara signifikan mengurangi risiko penggelapan. 

Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam 

upaya pencegahan dan penanggulangan penggelapan korporasi. Kolaborasi ini dapat 

melibatkan pertukaran informasi dan praktik terbaik antara lembaga penegak hukum dan 

perusahaan dalam industri tertentu. Cara ini, kedua belah pihak dapat saling mendukung 

dalam menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman. Menghadapi tantangan regulasi 

yang ada, perlu ada dialog terbuka antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan sektor 

swasta untuk merumuskan kebijakan yang lebih baik yang lebih responsif terhadap 

dinamika kejahatan ekonomi saat ini. Langkah-langkah perbaikan ini, diharapkan sistem 

penegakan hukum di Indonesia akan menjadi lebih efektif dalam menangani kasus 

penggelapan korporasi dan memulihkan aset yang hilang akibat tindakan kriminal 

tersebut. Akhirnya, melalui upaya kolaboratif dan komprehensif, kita dapat membangun 

kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan menciptakan iklim investasi yang lebih 

baik di Indonesia. Keberhasilan dalam pemulihan aset tidak hanya akan menguntungkan 

perusahaan yang menjadi korban tetapi juga akan berkontribusi terhadap stabilitas 

ekonomi nasional secara keseluruhan. 

Kesimpulan  

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penggelapan dana perusahaan di 

Indonesia telah diatur dalam Pasal 372 dan Pasal 374 KUHP, namun implementasinya 

masih menghadapi kendala seperti kompleksitas modus operandi pelaku, lemahnya 

pengawasan internal perusahaan, serta kurangnya koordinasi antarinstansi penegak 

hukum. Strategi pemulihan aset melalui asset recovery masih menghadapi hambatan dalam 

hal prosedur hukum yang panjang, keterbatasan teknologi, serta kurangnya harmonisasi 

regulasi. Untuk meningkatkan efektivitasnya, diperlukan penguatan harmonisasi regulasi 

antarinstansi, peningkatan pelatihan aparat penegak hukum dalam teknologi pelacakan 

aset, serta penguatan pengawasan internal perusahaan. Kerja sama internasional juga harus 

ditingkatkan untuk mempercepat pemulihan aset yang dialihkan ke luar negeri. 

Secara jangka panjang, peningkatan sistem penegakan hukum terhadap kasus penggelapan 

dana akan berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih aman dan 

terpercaya di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan 

sektor swasta sangat diperlukan guna mencegah serta menangani penggelapan dana secara 

lebih efektif. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan publik 

dan praktik hukum terkait, meskipun masih memiliki keterbatasan dalam cakupan tindak 

pidana ekonomi lainnya serta keterbatasan dalam data dan narasumber. Oleh karena itu, 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi efektivitas rekomendasi yang telah 
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diberikan serta menganalisis perkembangan regulasi dan teknologi dalam pemulihan aset 

di Indonesia. 
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